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PUTUSAN
Nomor 72 PK/Pid.Sus/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan
kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : SYAMSIDAR alias IDAR bin RUSLI;
Tempat Lahir : Pinang Awan (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/7 Mei 1977,

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan :Indonesia;

Tempat Tinggal :Jalan Sungai Tunggak RT 001 RW 006,
Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan
Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama s Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan

Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127
Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Rokan Hilir tanggal 9 April 2019 sebagai berikut:
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1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIDAR alias IDAR bin RUSLI bersalah
melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan | bukan tanaman jenis shabu-shabu”,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua yang telah kami bacakan
pada awal persidangan ini;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAMSIDAR alias IDAR
bin RUSLI selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama
Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SYAMSIDAR alias IDAR
bin RUSLI sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila
Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap
Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti
pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan
Narrkotika jenis shabu-shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga
berisikan narkotika jenis shabu-shabu;

- 1 (satu) set alat hisap Bong;

- 1 (satu) buah mancis;

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru dongker;

- 1 (satu) kotak rokok filter black;

- 1 (satu) buah kaca pirex;

- 1 (satu) batang lidi;

- 22 (dua puluh dua) plastik bening les merah;

- 2 (dua) buah dompet;

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dipergunakan diperkara lain atas nama SUBUR HARYADI alias SUBUR

bin RAIS, DKk;
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5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir ~ Nomor
69/Pid.Sus/2019/PN.Rhl tanggal 9 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIDAR alias IDAR bin RUSLI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika
Golongan | bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSIDAR alias IDAR bin
RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan
pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan
narrkotika jenis shabu-shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga
berisikan narkotika jenis shabu-shabu;

- 1 (satu) set alat hisap Bong;

- 1 (satu) buah mancis;

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru dongker;

- 1 (satu) kotak rokok filter black;

- 1 (satu) buah kaca pirex;

- 1 (satu) batang lidi;

- 22 (dua puluh dua) plastik bening les merah;

- 2 (dua) buah dompet;

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dipergunakan diperkara lain atas nama SUBUR HARYADI alias SUBUR

bin RAIS, DKk;
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6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Akta
Pid/2019/PN Rhl juncto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Rhl yang dibuat oleh
Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa
pada tanggal 15 Oktober 2019 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019 bertindak untuk dan atas
nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Oktober 2019 dari
Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana,
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir
tanggal 15 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut
telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 9 April 2019. Dengan
demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang
diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori
peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali
yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana diajukan
terhadap  Putusan  Pengadilan Negeri  Rokan  Hilir =~ Nomor
69/Pid.Sus/2019/PN.Rhl tanggal 9 April 2019 yang telah berkekuatan
hukum tetap yang amar pemidanaannya menyatakan Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan | bukan
tanaman”, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu
Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda
sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan
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apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
bulan;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berkenaan dengan adanya
keadaan baru dan bukti baru (novum) dan terdapat kekhilafan Hakim atau
kekeliruan yang nyata;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,
tidak adanya keadaan baru dan bukti baru (novum) dan tidak terdapat
kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, Judex Facti secara tepat dan
benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis
sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti
yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terpidana
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan | bukan
tanaman”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh
karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan ¢
KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)
huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak
dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap
berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara
pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
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2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILL

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari PEMOHON PENINJAUAN
KEMBALI/TERPIDANA SYAMSIDAR alias IDAR bin RUSLI tersebut;

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut
tetap berlaku;

- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada
pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. Hakim-
Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua
Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Istigomah Berawi, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terpidana.
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Ttd./
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Dr. Istigomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002
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